Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Bank
Sampah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh desa dalam menjaga
kebersihan dan kelestarian lingkungan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pendirian bank
sampah, yang tidak hanya membantu mengurangi timbunan sampah tetapi juga memberikan manfaat
ekonomi bagi masyarakat. Sebagai bagian dari kewenangannya, pemerintah desa memiliki peran
strategis dalam pengelolaan bank sampah, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga
pemberdayaan masyarakat. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang kewenangan desa
dalam pengelolaan bank sampah, tantangan yang dihadapi, serta solusi untuk mengoptimalkan

perannya.

Dasar Hukum Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Bank

Sampah

Kewenangan desa dalam pengelolaan bank sampah didasarkan pada beberapa regulasi yang berlaku di

Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan hak kepada desa
untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan potensi lokal, termasuk dalam pengelolaan
sampah.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menegaskan
bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan
melibatkan peran serta masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengatur kewajiban
pemerintah desa dalam pengurangan dan penanganan sampah di wilayahnya.

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah, yang menjadi pedoman bagi
desa dalam mengelola bank sampah secara efektif.

5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa, yang memungkinkan penggunaan dana desa untuk mendukung pengelolaan

lingkungan, termasuk bank sampabh.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bank Sampah di Desa



Agar bank sampah dapat berfungsi dengan optimal, pemerintah desa perlu menerapkan prinsip-prinsip
berikut:

1. Partisipasi Masyarakat — Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan bank
sampah, baik sebagai nasabah maupun pengelola.

2. Keberlanjutan — Program bank sampah harus dirancang untuk jangka panjang dengan sistem
yang stabil dan berkelanjutan.

3. Inovasi dan Kreativitas — Pemanfaatan sampah harus diarahkan pada kegiatan yang memiliki
nilai ekonomi, seperti daur ulang dan pembuatan produk kreatif.

4. Edukasi dan Sosialisasi — Desa harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat
tentang pentingnya pengelolaan sampah dan manfaat dari bank sampah.

5. Kemitraan dan Kolaborasi — Desa dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta,

dan komunitas peduli lingkungan untuk memperkuat sistem bank sampabh.

Kewenangan Desa dalam Pengelolaan Bank Sampah

Pemerintah desa memiliki beberapa kewenangan utama dalam pengelolaan bank sampah, yang

meliputi:
1. Pendirian dan Pengembangan Bank Sampah

Desa memiliki kewenangan untuk:

e Membentuk dan mengesahkan lembaga pengelola bank sampah.

e Menetapkan lokasi dan infrastruktur pendukung bank sampah.

e Menyediakan anggaran desa untuk mendukung operasional bank sampah.

e Menjalin kemitraan dengan pihak eksternal untuk pengelolaan dan pemasaran hasil daur ulang

sampah.
2. Pengorganisasian dan Regulasi

Desa berhak untuk:

e Menyusun peraturan desa yang mengatur sistem pengelolaan bank sampah.

o Membentuk kelompok kerja atau unit usaha yang bertanggung jawab atas pengelolaan bank
sampah.

o Menetapkan insentif bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam bank sampah.

e Mengintegrasikan program bank sampah dengan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan.



3. Pengelolaan Operasional Bank Sampah
Dalam operasional bank sampah, desa memiliki kewenangan untuk:

o Mengelola sistem administrasi dan pencatatan transaksi bank sampah.

o Menentukan jenis sampah yang dapat ditabung dan sistem penilaiannya.

e Membangun sistem insentif berbasis poin atau saldo tabungan yang dapat ditukar dengan uang
atau barang kebutuhan pokok.

e Menjalankan program pengolahan dan daur ulang sampah agar memiliki nilai ekonomi lebih

tinggi.
4. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara:

o Mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah berbasis bank sampah.

e Mendorong keterlibatan sekolah, komunitas, dan kelompok masyarakat dalam kegiatan bank
sampabh.

e Memfasilitasi inovasi dalam pengolahan sampah, seperti pembuatan kompos atau produk

kreatif dari bahan daur ulang.
5. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Bank Sampah

Desa juga dapat mengembangkan sistem berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi bank

sampah, seperti:

e Menggunakan aplikasi atau sistem digital untuk pencatatan dan transaksi bank sampah.

e Memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan bank sampah dan meningkatkan partisipasi
masyarakat.

o Berkolaborasi dengan startup atau organisasi yang bergerak di bidang lingkungan untuk

inovasi pengelolaan sampah.

Tantangan dalam Pengelolaan Bank Sampah di Desa

Meskipun memiliki banyak manfaat, pengelolaan bank sampah di desa juga menghadapi berbagai

tantangan, antara lain:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat — Masih banyak warga yang belum memahami

pentingnya pengelolaan sampah.



2. Minimnya Infrastruktur dan Sarana Pendukung — Keterbatasan tempat pengolahan dan
alat daur ulang menjadi kendala.

3. Keterbatasan Anggaran — Tidak semua desa memiliki dana yang cukup untuk mendukung
operasional bank sampah.

4. Kesulitan dalam Pemasaran Hasil Daur Ulang — Produk hasil bank sampah sering kali sulit
dipasarkan karena kurangnya jaringan pemasaran.

5. Kurangnya SDM yang Kompeten — Pengelolaan bank sampah memerlukan tenaga yang

memiliki keterampilan dalam manajemen sampah dan daur ulang.
Solusi untuk Mengoptimalkan Pengelolaan Bank Sampah

Untuk mengatasi tantangan tersebut, desa dapat melakukan beberapa langkah berikut:

o Sosialisasi dan Edukasi Intensif — Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya
bank sampah.

e Penyediaan Insentif bagi Masyarakat — Memberikan penghargaan atau manfaat ekonomi
bagi warga yang aktif dalam bank sampah.

o Kerja Sama dengan Pihak Ketiga — Menggandeng swasta, akademisi, dan NGO untuk
mendukung operasional bank sampah.

e Pemanfaatan Teknologi — Menggunakan sistem digital untuk pencatatan transaksi dan
pemasaran produk hasil daur ulang.

e Peningkatan Kapasitas SDM — Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan

pengelola bank sampah.

Kesimpulan

Bank sampah merupakan solusi inovatif dalam pengelolaan sampah yang tidak hanya menjaga
kebersihan lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. Pemerintah
desa memiliki kewenangan penuh dalam mengelola bank sampah, mulai dari pendirian, regulasi,
operasional, hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan berbagai
pihak, bank sampah dapat menjadi salah satu pilar pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis

ekonomi hijau.
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